BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah;

6. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.




’ Menetapkan ol
SR R SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING TUGAS, FUNGSI DAN

-

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN

URAIAN TUGAS SERTA TATA" KERJA PADA DINAS KOPERASI

1

2.

| ‘USAHA KECIL DAN MENEN GAH KABUPATEN BENGKALIS

BAB T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ml yang chmaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs
 ‘ Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

. Dlnas adalah Dmas Kopera31 Us'aha" Kecil dan Menengah

R Kabupaten Bengkahs

| f(l)

. fKepala adalah Kepala Dmas Kopera31 Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bengkahs

.YASekretarlat adalah Sekretarlat Dmas Koperas1, Usaha Kecil dan
f'_vMenengah

‘[Sekretarls adalah Sekretans Dmas Kopera31 Usaha Kecil dan
' 'Menengah

. "Umt Pelaksana Tekms yang selanjutnya dlsebut UPT adalah7
Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
~Menengah  yang melaksanakan keglatan ‘teknis operas1onal

dan/ atau keglatan tekms penun_]ang tertentu

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

D1nas Kopera31 Usaha Kec1l dan Menengah merupakan unsur
' pelaksana urusan pemerlntahan yang menjadx kewenangan.

i daerah

@

D1nas koperas1 Usaha ‘Kecil ‘dan ‘Menengah sebagaimana
dimaksud ~pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan
bertanggung]awab kepada Bupat1 me1a1u1 Sekretans Daerah




(1) Susunan Organlsas1 Dlnas Koperas1 Usaha Kecil dan Menengah,
terdiri dari: , .

(2)

“h.

Kepéla;

Sekret'ariat, terdiri dari:

1) ‘Sub;Bagian'Pehyyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Bidang Pengéwasan dan Pefneriksaan terdiri dari:

' 1) Sek31 Penilaian Kesehatan Kopera81 Slmpan Pinjam/ Umt

: Simpan pinjam;

'2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Kopera51 dan B
~ 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sank81 ‘ '
‘Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terchn dari:

1) Seksi Perlzman,

2) Seksi Kelembagaan; dan ' :

3) Seks1 Monitoring, Evaluas1, Pelaporan dan Data Kopera31
B1dang Pemberdayaan Usaha MlkI‘O, terdm dan.

o
- 2)

3)

: SUSUNAN ORGANISASI ’
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
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BAB m

; Pasal 3

Sek31 Fa31hta31 Usaha Mlkro v :

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perhndungan Usaha
Mikro; dan

Sekm Penmgkatan Kuahtas Kemrausahaan

Bldang Pemberdayaan Koperasi, terdm dan

1)
2)

3)

Seksi Fa3111ta51 Usaha Kopera31

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlmdungan
Koperasi; dan

Seksi Penmgkatan Kuahtas SDM Kopera81

Un1t Pelaksana Teknls dan

Kelompok J abatan fungsional.

Bagan Susunan Orgamsam Dmas Kopera31, Usaha Kecil dan

Menengah

‘sebagaimana = tercantum dalam lamplran, yang

\ merupakan bagian tidak terplsahkan dan Peraturan ini.




o 1_7‘41_‘, : f
. T BAB IV :
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS
Bag1an Kesatu
| KEPALA o
Pasa14 |

( 1) Kepala mempunya1 tugas memba.ntu Bupatl melaksanakan urusan';;

pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah dan tugas . e ;

pembantuan d1b1dang kopera51 usaha kec1l dan menengah

(2) Kepala dalarn melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada’ A. 3

ayat (1) menyelenggarakan fungs1

a.

L

, penetapan penerbltan 1zm usaha 31mpan plnjam untuk koperas1

penetapan penerbltan izin usaha pembukaan kantor cabang, ‘7

" cabang pemba_ntu dan kantor kas koperas1 31mpan plnjam untuk R ‘

koperaS1

M penetapan hasﬂ pemenksaan dan pengawasan koperasx

penetapan ‘hasil pemenksaan dan pengawasan koperas1 snnpa_n i )

plnjam / umt 31mpan pmJam kopera31, :

penetapan has11 : pemla1an kesehatan kopera31 : Sirﬁpan :

i .panaIn / un1t simpan plnjam koperam

'pengkoordlnasmn pendldlkan dan latlhan pengkopera31an bag1
: ‘kopera31 - : ~ |

: :pengkoordmasmn pemberdayaan dan perlmdungan kopera31 i

pengkoordmasmn pemberdayaan usaha mlkro yang dllakukan '

melalm pendataan

: pengkoordmas1an pengembangan usaha mikro dengan orlentast
o pemngkatan skala usaha mlkro men_]adl usaha kecil; ‘

; ‘pengkoordlnasmn pelaksanaan keglatan _]abatan fungsmnal

penetapan peaksanaan \ admmlstra81 ‘ umum, k, perencanaah
program dan anggaran serta ketatausahaan, dan : o

pelaksanaan fung31 la1n yang d1ber1kan oleh Bupat1




5.
 Bagian Kedua
‘SEKRE’I‘ARIAT

Pasal 5 :

A 1) Sekretarlat mempunyal tugas mem1mp1n mengkoordinasikan - dan
mengendalikan  tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan ‘
kesckretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan,
penyusunan program - dan anggaran, pengelolaan keuangan
perlengkapan umum dan kepegawalan

2) Sekretanat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksua :
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: =~ = :
a. penyusunan rencana, prbgraih 'evaluasi dén pelaporan"

b. pelaksanaan admlmstra31 kcpegawaJan ‘dan rumah tangga B
Dlnas Kopera31 Usaha Kecil dan Menengah

c. pelaksanaan admnnstram keuangan dan perlengkapan serta
¥ penataan aset;

d. pelaksanaan ~urusan  surat menyurat kearsipan dan
’ dokumentas1 dan hubungan masyarakat ‘ o L
e.. pelaksanaan - urusan Hukum orgamsam dan 'hubun»gan‘,
A masyarakat ; ’ ' -

A 'pelaksanaan pengkoordmasmn penyelenggaraan tugas-tugas
Bldang, dan : .

g pelaksanaan tugas—tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala.
(3) Susunan Orgamsam Sekryetanat,‘ terdm dan.
- a. Sub Bagian Penyusunan Program

b.  Sub Bagian Umum dan Kepegawalan‘ dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 6 .

(1) Sub Baglan Penyusunan Program mempunya1 tugas menylapkan‘ Za

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan
ketentuan yang ‘berlaku. , PR

(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merencana.kan keglatan Sub Bagian Penyusunan Program.
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang -ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang—undangan yang telah ditetapkan;




. menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan"

- kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- : :
“bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan' i

k Penyusunan Program

. mencan mengumpulkan menghunpun men31stemat1sas1kan dan '
2 mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program

sebaga1 kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan; o

’ anggaran keglatan o

meng1nventans1r permasalahan—permasalahan yang berhubungan
‘dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menylapkan e

.bahan—bahan dalam rangka pemecahan masalah

. _menylapkan bahan penyusunan kebgaksanaan pedoman dan .
| ‘petunjuk tekms d1b1dang penyusunan program

A ‘melakukan koordma51 dan’ smgkromsam keglatan dengan Bldang
»dan satuan kerja perangkat daerah terkaJt lamnya, ' Lo

. mengkoordxmr penyusunan dan pcmbuatan chcana Kcr;]aji
- Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebgakan Umum (AKU) Rencana Keérja:
~ Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan

- Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntablhtas Kmexja‘ SR

Instan81 Pemermtah (LAKIP),

. gmelakukan koordmas1 dan konsulta31 dengan instansi terkalt- : :
~ dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan g
: program perencanaan dan anggaran,, : '

i. ‘melakukan koordma51 dan smglcromsaél kegiatan antara
~aparatur dan pubhk untuk menghlndan ter_]admya dupllkas1
keglatan, L Lo o i

j. menghlmpun dan menylapkan RKA . serta - mengkoordmlr

: 'proses pembahasan dengan 1nstan81 terka1t sampau menjadi DPA

. menyusun kelengkapan admnnstram, : guna . melaksanakan
.‘ keglatan Tahunan berupa  petunjuk operasional, penunjukan
. pejabat - pelaksana teknis keglatan dan -dokumen kontrak dan i

menylapkan revisi (perubahan) DPA

. mengupayakan perubahan anggaran pendapatan belan_]a daerah
- guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak
' yang t1dak d1rencanakan sebelumnya,

. membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretans tentang
: langkah langkah atau t1ndakan yang perlu dlambﬂ d1b1dang

tugasnya,
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n. membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Penyusunan

Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang

__telah dilakukan untuk dlpergunakan sebaga.t bahan masukan
‘bagi. atasan dan

melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Sekretans ba1k

. secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya"

: }_dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Pasal 7

(1) Sub Baglan Umum dan Kepegawa1an mempunyal tugas menylapkan,

bahan-bahan blmblnga_n kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
- serta layanan dlbldang umum dan kepegawalan sesuai dengan

, ketentuan yang berlaku

@

a.

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

,merencanakan keglatan Sub Bagian ' Umum dan Kepegawalan
‘berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data

yang. ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai

. «dengan peraturan perundang—undangan yang telah ditetapkan;

‘menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang—undangan-

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk .teknis serta bahan-

‘bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan :

}Umum dan KepegaWaJan

mencarl, mengumpulkan menghlmpun, mens1stematisa31kan dan

' mengolah data serta’ menganalisa data - dan informasi  yang

- ‘berhubungan dengan tugas Sub Baglan Umum dan Kepegawaian

~-sebagai kerangka; acuan/ pedoman penyusunan rencana
: keglatan,

mengmventansn' permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta

' meny1apkan bahan—bahan dalam rangka pemecahan masalah

, mengarahkan dan mendlstnbu31kan surat rnasuk dan keluar
sesua1 dengan kepentmgan dan permasalahannya

g menehtl usulan permmtaan formas1 pegawa1 lingkup dinas, dan
: menylapkan konsep . petunjuk . ‘penyusuhan - formasi . pegawai

pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pcgawau sesuai dengan

- kebutuhan dmas,

' ‘mengatur urusan rumah tangga dmas menata kemdahan dan

kebers1han kantor serta keamanan llngkungan kantor,

~melakukan pengelolaan perpustakaan, kearmpan dlnas dan
_ melakukan pendokumenta31an keglatan dinas;
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i melakukan tugas dibidang hukum orgarusa31 dan tatalaksana e
serta hubungan masyarakat

j: memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris tentang
langkah-langkah atau tmdakan yang perlu diambil d1b1dang
tugasnya :

k. membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan

© yang telah dilakukan untuk d1pergunakan sebaga1 bahan .
masukan bag1 atasan dan ’

1 melaksanaka.n tugas lain yang d1ber1kan oleh Sekretaris baik
- secara. tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

| | vPasal 8
(1) Sub Baglan Keuangan dan Periengkapan ‘mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan = -

petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan :
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) }Ureuan ’I‘ugas tcrsebut pada ayat (1) sgabagé.i ;berikut:

a. merencanakan kegiatan. Sub Bagian Keuangan dan -
' Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan
sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan
~ kegiatan sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang
" telah dltetapkan, :

b '_menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan
kebijakan . tekms pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan
Keuangan dan Perlengkapan '

c. 'mencari,. mengumpulkan menghimpun, mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhibungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana keglatan : '

d. meng1nventar131r : ~ permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka -
pemecahan masalah ,

e. mengusulkan kepada Sekretans tentang penunjukan bendahara'
' pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan
- barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;




9.

o melakukan pengawasan pengendahan dan mengevalua81

- . terhadap k1ne13a bendahara _pengeluaran, pembantu bendahara
- pengeluaran penylmpan barang, pengurus barang dan pembantu
~pengurus barang,

g menghnnpun dan mempers1apkan bahan dan data untuk.
ipenyusunan rencana kebutuhan barang,

. h.- melakukan pengawasan terhadap mventans ‘barang serta :
. membuat Kartu Inventans Barang (KIB) dan membuat Kartu
‘ Inventans Ruangan (KIR);

1 melaksanakan pengelolaan admmlstra51 keuangan yang

- - mencakup administrasi gaji pegawai; “insentif tenaga kerja
.sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta
melakukan pembukuan membuat Laporan, Pertanggung
Jawaban (LPJ) keuangan evalua31 dan laporan keglatan
keuangan dlnas

jo mengatur perlengkapan kantor penataaan ‘dan pengamanan
‘ aset, tlndaklanjut LHP, ganti rugi serta proses admmlstrasx
pexjalanan dmas pegawa1 sesueu petunjuk atasan,

k. membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris sebagal’
o bahan masukan untuk penentuan kebljakan 1eb1h lanjut

L. membuat laporan hasﬂ pelaksanakan tugas Sub Baglan
Keuangan dan Perlengkapan - sebagai bahan
pertanggun.awaban dan

'melaksanakan tugas laln yang dlberlkan oleh Sekretaris balk
secara . tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang. tugasnya
: dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretanat

Bag1an Ketlga

: BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1) Bldang Pengawasan dan Pemenksaan mempunyal tugas memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan
dan - mengendahkan ‘tugas-tugas = dibidang. pengawasan dan
pemenksaan sesua1 dengan peraturan yang telah d1tetapkan

(2 B1dang Pengawasan dan Pemerlksaan dalam menjalankan tugas
sebagalmana dJmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

pengkoordmasrem pengawasan dan pemenksaan koperas1 yang

a.
' w11ayah keanggotaannya d1 Kabupaten Bengkahs
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b, pengkoordmasmn pengawasan “dan pemenksaan kopera31 o
‘ simpan - pinjam/unit simpan pinjam  yang wilayah
o keanggotaannya di Kabupaten Bengkahs ' ' o

C.. pengkoordma31an pelaksanaan penﬂa1an kesehatan kopera31 .
simpan pinjam/ umt simpan pmjam : : '

d. pengkoordmas1an ‘upaya penmptaan 1khm usaha 31mpan
plnjam yang sehat melalm pemlalan kopera31, ‘

e. . pengkoordlnas1an penyedla data kesehatan koperasl s1mpan-

plnjaxn/ umt simpan pmjam, : R

f. 'pengkoordmasmn penerapan peraturan perundang-undangan(_
‘ dan sanksi bagl koperas1, dan : _

g pelaksanaan tugas—tugas la1n yang diberikan oleh Kepala.

- (3) Susunan organlsa81 Bldang Pengawasan dan Pemenksaan terdiri .
dar1 o ‘

a. Seksi Pemla1an Kesehatan Kopera31 Slmpan ijam/ Unit
Simpan Pinjam; =
- b. ' Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Kopera51 dan
c. Sek31 Penerapan Peraturan dan Sanks1 :

Pasal 10

(1) Seksi Pemlauan Kesehatan Koperasx Snnpan P1n_]am/ Unit Simpan

- Pinjam mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan, bimbingan, -
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis d1b1dang pemla1an 7
kesehatan koperasi simpan pmjam/ unit s1mpan pm_)am sesuai
dengan ketentuan yang berlaku :

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. merencanakan keglatan Seksi Pen11a1an 'Kesehatan | Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam berdasarkan data -
kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang telah chtetapkan, o :

b. menghlmpun dan mempela_]arl peraturan perundang—undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan -
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Penlla1an .
Kesehatan Koperas1 Slmpan Pm_]am/ Unlt Slmpan Pinjam;

C. mencarl mengumpulkan menghlmpun mens1stemat1sasxkan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
Slmpan P1njam /Unit Simpan Plnjam




S I

 d.’ menginventarisir pefmaéalahah permasalahan yang v
. berhubungan dengan tugas Seksi Penilaian Kesehatan Koperas1 o
: Slmpan Plnjam/ Umt Snnpan Pm_]am ‘ : S

. fmerencanakan upaya penc1ptaan 1k11m usaha yang sehat
R ‘melalul penllalan kesehatan koperas1 ;

£ _mengana1131s data penllalan kesehatan koperam simpan i
- pinjam/unit 31mpan pinjam; Tt [

g ‘menyusun data kesehatan koperas1 S]Inpan Plnjam /umt i
snnpan pln_]am, L ; S

’h.l \membenkan saran . pertlmbangan kepada Kepala B1dang i
" fPengawasan dan Pemerlksaan S v

i membuat laporan pelaksanaan keglatan Seksi Penilaian b
S Kesehatan - ‘Koperasi = Simpan - Plnjam/ Unit  Simpan Pinjam
 ‘sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan

- kegiatan yang telah dilakukan untuk dlpergunakan sebagau e o

bahan masukan bag1 atasan dan
‘ ] '4melaksanakan tugas 1a1n yang d1bcr1kan oleh Kepala Bldang
Pasal 11
(1) Sek51 Pemenksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunya1 '
tugas menyiapkan bahan-bahan, bimbingan, kebijakan, pedoman
~dan petunjuk teknis dibidang pemenksaan kelembagaan dan usaha :
kopera31 sesua1 dengan ketentuan yang berlaku : o

(2) Ura.lan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagm benkut

a merencanakan keglatan Sek51 Pernenksaan Kelembagaan dan' -

Usaha Koperasi berdasarkan data kegidatan tahun sebelumnya o

i dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan
~ kegiatan sesuai. dengan peraturan perundang—undanga.n yang e
~ telah dltetapkan _ . : :

: b menglumpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan T
. kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan —

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi
Pemenksaan Kelembagaan dan Usaha Kopera81,‘ ‘ R

C. mencari, mengumpulkan, menghlmpun, mensistematisasikan . -

 dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Sek51 Pemenksaan Kelembagaan dan' S
Usaha KoperaSI ’ e ,_ : *
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d. ‘mengmventansn permasalahan—permasalahan yang berhubungan
dengan tugas SCkSl Pemenksaan Kelembagaan dan Usaha
Kopera81

.e. ‘merencanakan pemenksaan dan pengawasan kelembagaan dan
o usaha kopera31

f. imerencanakan pemenksaan dan pengawasan kopera31 sunpan
pmjam / un1t 31mpan pmJam

g. memberlkan saran perhmbangan kepada - Kepala Bldang
Pengawasan dan Pemenksaan

“h. membuat laporan pelaksanaan keglatan Seksx Pemeriksaan

Kelembagaan dan Usaha Koperasi sesuai dengan sumber data

-~ _yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
: ;dlpergunakan sebaga1 bahan masukan bag1 atasan dan

h :i, melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Bldang

Pasal 12

- (1) Seks1 Penetapan Peraturan dan Sankm : mempunyal tugas
-~ menyiapkan bahan-bahan; blmbmgan kebl_]akan pedoman dan
petunjuk  teknis -dibidang penetapan peraturan dan Sanks1 sesueu, :

- dengan ketentuan yang berlaku e L v

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a. merencanakan keglatan Seksi Penetapan Peraturan dan Sank31
 berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
~yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan peraturan perundang—undangan yang telah d1tetapkan

b. menghunpun dan mempelajan peraturan pemndang—undangan-
-~ kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan —°
‘bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Penetapan
‘ 'Peraturan dan Sanks1

c. mencari, mengumpulkan menghlmpun, mensxstematlsamkan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sek81 Penetapan Peraturan dan

Sank51 ’

-d. meng1nventan51r permasalahan permasalahan yang berhubungan
dengan tugas Seks1 Penetapan Peraturan dan Sank51
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mengana.hs1s penerapan peraturan perundang—undangan

menganahsls penerapan sank31 bagi koperaSI

‘memberikan saran pertlmbangan kepada Kepala Bldang |
Pengawasan dan Pemenksaan ’

mernbuat laporan pelaksanaan keglatan Seksi Penerapan
Peraturan dan Sanksi sesuai dengan sumber data yang ada dan
berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk d1pergunakan

sebagal bahan masukan bagi atasan; dan

. mclaksanakan tugas lain yang diberikanioleh Kepala Bidang.

Baglan Keempat
BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Bldang Penzman dan Kelembagaan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan
dan mengendahkan tugas-tugas dibidang perizinan dan kelembagaan
sesuai dengan peraturan yang telah d1tetapkan

(2) Bldang Perlzman dan Kelembagaan dalam menjalankan tugas ‘
: sebageumana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: i

b.

a. pelaksanaan venkﬁk‘am data dan Jumlah koperas1 yang akurat;

pélaksanaan' veriﬂkasi data “dan jumlah koperasi simpan

pinjam/ umt s1mpan pmjam yang akurat

pengkoordmasm.n dan venﬁkam dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk kopera51 ~ :

pengkoordmas1an dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor pos,

pengkoorchnasmn pembentukan kopera31 perubahan anggaran ,
dasar koperas1 dan pembubaran kopera31

pehgkoordmasmn bnnbmgan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

pengkoordinasian pelaksanaan mentorlng, evaluasi dan pelaporan :
pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan ~ .

. pelaksanaan tugas—tugas lain yang diberikan Qleh Kepala.
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(3) Susunan Organlsasx B1dang Perlzman dan Kelembagan terdiri dan

’ a Seks1 Penzman, i 5
b. Seksi Kelembagaan, dan o : o »
c. Sek31 Monltonng, Eva_lua31, Pelaporan dan Data KoperaSI

SR ; Pasal 14 G :
(1) Seks1 Penzman mempunya1 tugas menylapkan bahan—bahan, g

blmbmgan kebijakan, pedoman ‘dan petunjuk teknis dlbldang
»penzman sesuau dengan ketentuan yang berlaku R

2 | 2) iUra_lan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut :

a. ~me1aksanakan dan menylapkan bahan perumusan kebgakan
- teknis, fa8111tas1 ‘dan koordmas1 pelaksanaan penzman usaha :
' ‘Slmpan plnjam ' s | ‘ .

b, 'memla1 dokumen yang dlajukan sebaga1 bahan pertlmbangan; a
bagi atasan dalam mengambll dan menetapkan keputusan
~ terhadap usulan izin usaha simpan pinjam yang diajukan oleh' re
kopera31 yang bergerak pada usaha 31mpan pinjam; =

e men11a1 dokurnen dan memndaklanjuu dokumen izin pembukaan _
kantor cabang, KSP/ usp; - : : o

d. melaksanakan pem1a1an kesehatan terhadap KSP/ USP dltlngkat
; Kabupaten, : S

é. ,melaksanakan dan menylapkan bahan untuk melakukan'
‘ fasilitasi dan koord1nas1 pelaksanaan pelaporan pemblnaan
usaha dan kopera31 sunpan plnjam e ,
f. melaksanakan pemantauan dan evalua31 keglatan KSP/ USP

g melaksanakan dan meny1apkan laporan SekSl Penzman, dan g -

h. melaksanakan tugas lam yang d1ber1kan Kepala Bldang

(1) Seks1 Kelembagaan mempunyal tugas menylapkan bahan—bahan, 5

- bimbingan, kebljakan, pedoman dan petunjuk  teknis d1b1dang'
kelembagaan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku E

(2) Ura.lan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

~a. melaksanakan dan menylapkan penyusunan rencana teknls :
blmbmgan dan penyuluhan berkaitan * dengan pembentukan ;
koperasi, perubahan anggaran dasar peleburan penggabungan E
dan pemekaran koperas1 : s : . :




(1)

(2)

. c.
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o

melaksanakan dan menylapkan bahan untuk pembmaa'

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan organisasi dan

tatalaksana Koperasi meliputi pelaksanaan RAT pembenan NIK,

: pemngkatan dan klas1ﬁka31

melaksanakan : dan menylapkan bahan untuk pembinaan;

pemantaun dan ' evaluasi kpen'gerknbangan organisasi - dan

tatalaksana koperasi'

melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pemantauan dan

‘evaluasi sarana dan prasarana organisasi dan tatalaksana L

koperasi;

_mélaksanakan dan. menylapkan bahan laporan = Seksi

Kelembagaan, dan

| melaksanakan tugas laun yang d1ber1kan oleh Kepala Bldang

: Pasa_lk 'k 16

Seksi Momtormg, Evaluasi, Pelaporan dan Data Kopera31 mempunyau
tugas menyiapkan bahan-bahan, bimbingan, kebijakan, pedoman:
dan petunjuk teknis dibidang momtormg, evaluasi, pelaporan, dan
data koperam sesuai dengan ketentuan yang berlaku '

Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) scbagm berlkut:

a.

b.

merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
mehganalisa data dan jumlah koperaéi sérta status koperasi;
melaksanakan dan menylapkan bahan untuk pemblnaan

pemantauan dan evaluas1 pengelolaan data dan 1nformas1
kopera51

melaksanakan dan mcnylapkan bahan untuk pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan data dan
infromasi koperas1

melaksanakan dan menylapkan bahan pembmaan pemantauan
dan evaluasi ‘sarana dan prasarana pengelolaan data dan

informasi kopera31

melaksanakan dan menylapkan laporan Seksi Monitoring,
Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
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_ Bagian Kelima

BileNG‘_PEMBERAijAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 17

b el

~‘merencanakan, melaksanakan mengevaluam mengkoordinasikan

dan mengendahkan tugas- tugas dibidang pemberdayaan usahaib |

rmkro sesua1 dengan peraturan yang telah dltetapkan

(2) Bldang Pemberdayaan Usaha MlkI‘O dalam men_)alankan tugas L -

sebaga1rnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs1 SRR

‘a.“

b.

pengkoordmasmn pemberdayaan dan perhndungan usaha rmkro

pelaksanaan prorn031 akses pasar bagl produk usaha rmkro 8
dltmgkat lokal dan nas1ona1 S :

. ~pengkoord1na81an ‘ pelaksanaan . momtonng, evalua31 dan

e pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mlkro,

O

. pengkoordmasmn pendataan 1z1n usaha mlkro kecﬂ (IUMK),

. *pengkoordlnaswn pengembangan usaha mlkro dengan orlenta51 |
. pemngkatan skala usaha rmkro men_]adl usaha kecxl

ifpengkoordmaswn pengembangan kewnausahaan dan

~pelaksanaan tugas-tugas la.m yang dlbenkan oleh Kepa_la

(3) Susunan Organlsa51 Pemberdayaan Usaha MlkI'O, terdiri dar1

a
. b.

C.

. Sek31 Fasilitasi Usaha M1kro,
- Seksi Pengembangan Penguatan dan Perhndungan Usaha Mlkro

dan . -

‘ SCkSl Penlngkatan Kuahtas Kew1rausahaan

Pasal 18

(1) Seksi Fa3111ta31 Usaha MlkI‘O mempunyax tugas menylapkan bahan-
* bahan, bimbingan, - ‘kebijakan, - pedoman dan petunjuk teknis
d1b1dang fasﬂ1tas1 usaha mlkro sesua1 dengan ketentuan yang

berlaku

(2) Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a

merencanakan keglatan Sek51 Fasilitasi Usaha Mlkro berdasarkan
data keglatan tahun sebelumnya dan‘sumber data yang ada

‘'sebagai bahan untuk melaksanakan keg1atan sesua1 dengan
_peraturan perundang—unda.ngan
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- b.: menghlmpun dan rnempela_]arl peraturan perundang—undangan
| kebijakan teknis, pedomaan petunjuk teknis serta bahan-bahan
~ lainnya’ yang berhubungan dengan tugas Seks1 Fasﬂltam Usaha,
: 'MlkI‘O,

~ c¢.  mencari, mengumpulkan menghlmpun men31stema31kan dan '
' mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Seksi Fasmtas Usaha Mikro sebagai

' kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana keglatan

d. mengmventarlslr permasalahan-permasalahan ‘yang berhubungan
- .dengan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro serta menylapkan bahan—
g »bahan dalam rangka pemecahan masalah S ‘

e. 'menylapkan ‘bahan penyusunan kebl_]akan, pedoman dan petunjuk
o tekms tentang Sek31 Fas111tas Usaha Mlkro

R melakukan koordmas1 dan konsultas1 dengan 1nstan31 terkalt ba1k
- diluar maupun: dldalam yang berhubungan dengan tugas fa3111ta31 ,
: ,usaha mlkro

| g merancang dan melaksanakan pemngkatan usaha mikro dlbldang
‘ ,Fas1htas1 Usaha Mlkro

-~ h. menganahsa data Izm Usaha Mlkro Kecﬂ (IUMK), dan

i. "~melaksanakan tugas lam yang d1ber1ka.n oleh kepala bldang

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perhndungan Usaha M1kro
mempunyai  tugas  menyiapkan = bahan-bahan, ‘bimbingan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis d1b1dang pengembangan,
. penguatan dan perhndungan usaha mlkro sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merencanakan keglatan Seksi Pengembangan Penguatan dan
Perhndungan ‘Usaha Mikro berdasarkan data kegiatan tahun
‘sebelumnya ' dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk:
melaksanakan keglatan sesua1 dengan peraturan perundang—

undangan

b. menghlmpun dan mempela_]arl peraturan perundang—undangan,

B kebljakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
- bahan lalnnya ‘yang berhubungan dengan tugas Seksi
o jPengembangan, Penguatan dan Perhndungan Usaha Mikro;




(1)

. merencanéka.n, mengembangkan ©  pemberdayaan ‘dari
' perlmdungan usaha mlkro, ‘ :
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mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan 'dengan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan
dan. Perlindungan Usaha = Mikro sebagai - kerangka
acuan/ pedoman penyusunan rencana kegtatan :

. menginventarisir. L permasa.lahan-pennasalahan yang -

berhubungan dengan Seksi Pengembangan, Penguatan dan

. Perlindungan Usaha Mikro serta’ menylapkan bahan bahan

dalam rangka pemecahan masalah

. melakukan koordlnaSI dengan instansi ' dalam pembinaan

pengembangan penguatan dan perhndungan usaha mikro;

mmenylapkan rekomenda31 berdasarkan hasil pelaksanaan

pengumpulan data dan pengelola data yang berhubungan

 dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha

mikro;

L

. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi, .

peningkatan ska_la usaha mikro menJadl usaha kecil;

merencanakan keglatan momtonng, evaluas1 dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan ‘Usaha Mikro mengena1 langkah—langkah atau

. tindakan yang diambil; dan

. melaksanakan tugas lain yang dibérikan Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Penmgkatan Kuahtas Kemrausahaan mempunyai tugas |
menyiapkan bahan-bahan, blmbmgan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis . dibidang peningkatan kualitas kewirausahaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. merencanakan | keglatan  Seksi - Peningkatan . Kualitas

Kewirausahaan - berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya
dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan perundang—undangan,
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b. menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan

- kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya - yang . berhubungan dengan tugas Seksi
Pemngkatan Kuahtas Kemrausahaan

'~ c.. mencari, mengumpulkan menghunpun mensmtemasﬂ(an ‘dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas  Seksi ' Peningkatan Kualitas
Kewirausahaan sebagau kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana keglatan

d. mengmventar131r T permasalahan—permasalahan - yang
. ,berhubungan dengan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
serta menylapkan bahan—bahan dalam rangka pemecahan
»masalah

o e. melakukan koordma51 dengan instansi terkalt dalam pemblnaan
 usaha  kecil dan - menengah d1b1dang penmgkatan kuahtas
: kewuausahaan,

£ menylapkan : rekomenda81 berdasarkan hasﬂ pelaksanaan
 pengumpulan data dan pengelola data yang berhubungan dengan
: pemngkatan kew1rausahaan S , S

Ag.‘a merencanakan, o mengembangkan ! -pemberdayaan . ~dan
perhndungan usaha mikro;.

h ‘merencanakan pengembangan usaha mikro dengan onenta51
U penmgkatan skala usaha mlkro menjadl usaha kecﬂ

i merencanakan keglatan rnomtormg, evalua31 dan pelaporan
\ pelaksanaan pemberdayaan usaha mlkro

joo memberxkan saran pertlmbangan kepada Kepala Bidang
© Pemberdayaan® Usaha Mikro - mengena1 langkah—langkah atau
‘, tmdakan yang d1amb11 dan

: k,i ‘mel_aks‘anakan‘ tugas lam yang diberikan oleh Kepala Bidang

Baglan Keenam

1 BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 21

(1) B1dang Pemberdayaan Kopera31 mernpunya1 tugas memlmpm,

~ merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan
dan mengendahkan tugas-tugas dibidang pemberdayaan kopera31
sesua1 dengan peraturan yang telah d1tetapkan
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(2) Bidang Pe'rnberdayaan Kopefaél dalam men_]alankan tugés ‘
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: ‘
a. pengkoordmasmn pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

b. pengkoordmasxan perluasan akses pemblayaan/ permodalan bagl_ '
koperasi; - , : v ‘

c. pelaksanaan prom031 akses pasar bag1 produk koperasi ditingkat
lokal dan naswnal |

d. pengkoord1nas1an pelaksanaan pembmaan dan blmbmgan teknls
: anggota koperasi;

e. 'pengkoordmasmn kem1traan antar - koperasi dan badan usaha -
lainnya; :

f.: pengkoord1nas1an pelaksanaan pendldlkan dan latihan bagi
~ perangkat organlsas1 koperas1 S

g 'pengkoordmasuan pelaksanaan perhndungan kopera31 dan
h. pelaksanaa_n tugas—tugas laJn yang diberikan oleh Kepala.

- (3) Susunan Bidang Pemberdayaan Koperam terd1n dari:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
b. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlmdungan Kopera31 dan ;
c. Seksi Penmgkatan Kuahtas SDM Kopera31

Pasal 22

(1) Seksi Fasilitasi ‘Usaha Koperas1 mempunyai tugas menyiapkan
bahan-bahan, bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
dibidang fasilitasi usaha kopera31 sesuai denga.n ketentuan yang
berlaku. : o

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merencanakan keglatan Sek31 FaSﬂltaSI Usaha Koperasi
berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-,
- undangan yang telah dltetapkan,

b. menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang-undangan,

- kebijakan -teknis, pedoman' dan petunjuk teknis serta. bahan-
~ bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seks1 Fasilitasi

’ Usaha Kopera51
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_¢. mencari, mengumpulkan menghxmpun, mens1stemas1kan dan
o mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

- berhubungan dengan tugas Seksi. Fasilitasi Usaha Koperasi ‘
vsebagau kera_ngka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. mengmventanSIr permasalahan-permasalahan yang berhubungan4 o
~ dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi serta menylapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah

€. merencanaka_n pelaksanaan pemberdayaan usaha koperasi;

i melaksanakan fasilitasi perkuatan modal usaha koperasi, balk

' .dari dana yang  bersumber APBN, ‘APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten maupun dari sumber dana Iamnya, sesuai peraturan
perundang—undangan

g menghlmpun menehtl dan mengevalua31 kelayakan proposal
yang mengajukan bantuan dana baik bersumber dari APBN,
- APBD Provinsi dan. APBD Kabupaten maupun dari sumber dana‘
lamnya,

h memfasmta81 kopera51 dalam hal mana_]emen dan teknologl

i membuat konsep kemJtraan antar kopera31 dan badan usaha
lamnya

. mengembangkan akses pasar bag1 produk koperas1 thmgkat lokal
dan nas1onal

ook membenkan “saran pemmbangan kepada Kepala Bldang
: Pemberdayaan - Koperasi mengenai langkah- Iangkah atau
tindakan yang perlu diambil untuk kesempurnaan kegiatan’ pada
Seksi Fa3111ta51 Usaha Koperasx

1 membuat laporan pelaksanaan keglatan Sek31 Fa3111tas1 Usaha

' Koperasi sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk d1pergunakan sebagal
bahan masukan bagl atasan, dan

m. melaksanakan tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala Bldang

Pasal 23 i \

(1) Seksi Pengembangan,, Penguatan: dan - Perlindungan Koperasi
mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan; bimbingan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan, penguatan
dan perlmdungan kopera31 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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(2) Uralan 'I‘ulgas tersebut pada ayat (1) sebagau benkut

Ca.
g Perlmdungan Koperasi  berdasarkan sumber data yang ‘ada

merencanakan keglatan Seks1 Pengembangan Penguatan dan’

sebagai bahan untuk melaksanakan keglatan sesuai - dengan-

peraturan perundang-undangan yang telah dltetapkan

- '&menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang-undangan
- kebijakan  teknis, - ' pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lalnnya ‘yang berhubungan‘ dengan tugas Sek51

- ;.Pengembangan Pcnguatan dan Perlmdungan Kopera31

‘mencan, mengumpulkan, menghlmpun, menmstemasﬂ{an dan,_

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan

“Perhndungan ‘Koperasi sebaga1 kerangka - acuan/pedoman

penyusunan rencana keglatan

g“menglnventansu permasalahan—perrnasalahan yang berhubungan

dengan Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan
Koperasi serta’ menylapkan bahan bahan ~dalam rangka
pemecahan masalah

mengembangkan perluasan akses pemblayaan/ permodalan bagl

3 kopera31,

memfas111tas1 koperam : dalam . perluasan akses.
pemblayaan / permodalan bag1 koperas1

merencanakan pelaksanaan perhndungan koperas1

melakukan pendataan monltonng dan 1 evaluas1 terhadap
koperasi penerima, pengguna dan pengembalian dana pemerintah
baik bersumber dari APBN, APBD Prov1ns1 dan APBD Kabupaten
maupun dari sumber dana lamnya

"melaksanakan pembmaan dan pengawasan terhadap koperas1.‘

_pengguna dana’ pemenntah ‘baik bersumber dari APBN, APBD

Provinsi - dan APBD Kabupaten maupun dan “sumber dana
lamnya,

: melakukan koordma31 dengan 1nstans1 terkalt dalam pemblnaan

perkredltan

‘membenkan ‘saran. pertlmbangan kepada Kepala Bidang

Pemberdayaan Kopera81 mengenai - langkah-langkah atau
tindakan yang perlu diambil untuk kesempurnaan kegiatan pada.
Seks1 Pengembangan Penguatan dan Perhndungan Koperasx
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membuat laporan pelaksanaan keglatan Seksi Pengembangan, s

Penguatan dan Perlindungan Koperasi 'sesuai dengan sumber
data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
untuk dlpergunakan sebaga1 bahan masukan bagi atasan; dan

‘m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

(1) Seksi Pemngkatan Kualitas SDM Kopera31 ‘mempunyal tugas

2)

menyiapkan bahan-bahan, bimbingan, kebijakan, pedoman dan o
' petunjuk teknis dibidang peningkatan kuahtas SDM koperasi dengan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

merencanakan  kegiatan  Seksi Peningkéltan Kualitas = SDM

Koperasi  berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan -

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang telah dltetapkan, :

menghimpun dan mempela_]an peraturan perundang—undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan ' lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi 4

: Pemngkatan Kualltas SDM Kopera81

’ mencan, mengumpulkan, menghlmpun, men31stemas1kan dan

mengolah datd serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana
keglatan, V : ,

mengmventansu permasaléhén4peMasalahan yang berhubungan
dengan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta
menylapkan bahan bahan dala_tn rangka pemecahan rnasalah

kmerencanakan pelaksanaan pembmaan dan bimbingan tekms f

anggota koperas1

melakukan pembmaan dan  bimbingan  teknis untuk
meningkatkan kualitas SDM anggota kopera81 sesuai dengan ﬂmu_

yang dlbutuhkan, :

merencanakan pelaksanaan pembmaan dan blmblngan teknis

- pengurus dan pcngawas koperas1,
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“h. melaksanakan pembmaan ‘dan blmbmgan  teknis untuk
‘ ; memngkatkan kuahtas SDM pengurus dan pengawas koperas1

i R merencanakan pelaksanaan pendldlkan dan pelatlhan bagl‘
R perangkat orgamsasx kopera31

] menyusun konsep pengembangan pendlchkan dan latlhan bag1
perangkat orgamsas1 kopera81

k. membenkan saran pertlmbangan kepada Kepala Bldang
S Pemberdayaan Koperas1 mengenai - langkah-langkah  atau

tindakan yang perlu diambil untuk kesempurnaan keglatan pada
’ Sek81 Penlngkatan Kuahtas SDM Kopera51

]

L membuat laporan pelaksanaan keglatan Seks1 Penmgkatan

- Kualitas SDM Koperasi sesuai dengan sumber data yang ada dan

~ berdasarkan keglatan yang telah dJlakukan untuk dlpergunakan
sebagal bahan masukan bagl atasan dan

m. melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala B1dang

BAB v
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

'( 1) Pada Dmas dapat dlbentuk Unit. Pelaksana Teknls (UP’I‘)‘
: berdasarkan kebutuha_n dan beban ketja

o ’(2) UPT adalah Umt Pelaksana Teknis - untiik melaksanakan keglatan

- teknis operasmnal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

- mempunyai wilayah ktea mehputl satu atau bebcrapa Kecamatan
d1 Kabupaten Bengkahs

(3) UP’I‘ dipimpin. oleh seorang Kepala UPT yang berada dlbawah dan».;
. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasmnal
berkoordmas1 dengan Camat

(4) Pembentukan UPT dltetapkan dengan Peraturan Bupat1 dengan
> berpedoman kepada peraturan perundang—undangan yang
. berlaku

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUN GSIONAL

Pasal 26

: (1) Kelompok Jabatan Fungs1ona1 terd1r1 dan se_]umlah tenaga dalam‘
; ]en_]ang Jabatan Fungsmnal sesua1 dengan bldang keahhannya




(2) Kelompok Jabatan - F‘ungsmnal d1p1mpm ‘oleh seorang tenaga"
fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala .

(3) Jumlah Jabatan Fungsional d1tentukan berdasarkan 31fat _]enls
-dan beban kelja «

(4) Pembinaan terhadap ténaga-fungsibnal dilakukan sesuai dengan
~ peraturan perundang-undangan yang berlaku. i

‘BAB VII
ESELON ERLING

Pasal 27

Jabatan Eselonerlng pada Dlnas Kopera31 Usaha Kecil dan ‘
Menengah, terdlrl dari: v ' ‘

o a. Kepala adalah Jabatan eselon II /b;
b. Seketaris adalah jabatan eSelon I/ a; .

c. Kepala Bldang pada Dinas Koperas1 Usaha Kecﬂ dan Menengah ’
‘adalah _]abatan eSelon oi/b;dan

d. Kepala Sub Baglan dan Kepala Seks1 pada Dinas Kopera81 Usaha'
Kecil dan Menengah adalah _]abatan eselon IV/ a. ' '

~ BABVII
TATAKERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretaris, Kepala .
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan -
. Fungsional. 'dan Kepala UPT " wajib = melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ‘secara vertikal dan

horizdntal.

(2) Setiap Punplnan Satuan  Organisasi . dilingkungan Dinas, y

bertanggun.awab memlmpln dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing dan memberikan blmblngan serta petunjuk bagl'
pelaksanaan tugas bawahannya. '

(3) Setlap Punplnan Satua_n Orgamsa31 dlhngkungan Dinas, wajib E
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat

pada waktunya
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| BABIX
| PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

( 1) Kepala dlangkat dan dlberhentlkan oleh Bupat1 dari Aparatur:
Sipil Negara (ASN) yang mementh syarat sesuai dengan‘
peraturan perundang—undangan yang berlaku

@) Sekretarls, Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan Kepala Seksi,
Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan

~ oleh Bupatl ‘sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang.
berlaku.

(3) Pengangkatan Kepala Sekretans Kepala Bldang, ‘Kepala. Sub”
~ Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT ‘dan Jabatan - Fungsional,
~perlu diperhatikan persyaratan - umum  kepangkatan  serta
. kecakapan = dan kemampuan teknls yang dlperlukan untuk
kelancaran tugas

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber—sumber Pemb1ayaan Dmas dlbebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah .
~ Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah
" Daerah dengan persetu_]uan Bupatl sesua1 dengan peraturan
‘perundang-undangan yang berlaku

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3 1

‘Pada saat Peratura_n Bupat1 1n1 dmyatakan berlaku Pe_]abat yang
lama  tetap melaksanakan ~ tugas’ dan fungsmya ‘ sampa1
dllantxkkannya peJabat yang baru

Pasal 32

o Dengan berlakunya Peratura.n Bupat1 ini, ‘maka segala ketentuan
yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan
Peraturan 1m dmyatakan t1dak berlaku




s
BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis )
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,

—

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 52
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